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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah 

dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Inovasi Night Drive Thru yang diterapkan oleh KPPD DIY di Kabupaten 

Sleman berhasil mempercepat waktu pelayanan pajak kendaraan bermotor. 

Dengan memberikan waktu pelayanan yang fleksibel pada sore hari, wajib 

pajak dapat melakukan pembayaran tanpa harus keluar dari kendaraan, yang 

mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan. Inovasi ini juga 

sejalan dengan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, 

serta menerapkan asas kecepatan waktu dalam pelayanan. Dengan 

mengurangi kepadatan di KPPD DIY di Kabupaten Sleman dan mempercepat 

proses administrasi. 

2. Pertimbangan KPPD DIY di Kabupaten Sleman untuk mengatasi masalah 

keterbatasan waktu bagi masyarakat yang sebagian besar sibuk bekerja 

pada jam kerja reguler, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban 

administratif seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan 

demikian, layanan Night Drive Thru ini memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengurus administrasi pajak kendaraan tanpa 

mengganggu aktivitas pekerjaan mereka, yang sebelumnya sering kali 

menyebabkan keterlambatan pembayaran atau pengambilan cuti hanya 

untuk urusan administratif. Layanan ini juga 
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mengurangi kepadatan dan antrean panjang di KPPD DIY di Kabupaten 

Sleman, meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat, serta 

mempercepat proses pelayanan. 

3.  Layanan Night Drive Thru di KPPD DIY di Kabupaten Sleman 

menunjukkan beberapa kendala yang perlu diatasi. Pertama, keterbatasan 

sumber daya manusia, seperti kekurangan pegawai dan ketidakhadiran 

mendadak, mempengaruhi kelancaran operasional. Kedua, masalah teknis 

seperti gangguan listrik atau jaringan internet yang menghambat sistem 

pembayaran dan perangkat teknologi juga berpotensi memperlambat 

pelayanan. Ketiga, ketidakpastian jumlah wajib pajak yang datang 

bersamaan dapat menyebabkan antrean panjang, memperpanjang waktu 

pelayanan. Meskipun demikian, layanan ini tetap berjalan dengan baik dan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut adalah dengan 

menerapkan sistem penjadwalan yang sistematis serta menyiapkan petugas 

cadangan untuk memastikan layanan tetap berjalan tanpa hambatan. Untuk 

mengatasi gangguan teknis akibat pemadaman listrik, KPPD DIY di 

Kabupaten Sleman telah menyediakan mesin genset sebagai sumber daya 

listrik cadangan sehingga operasional tetap berlangsung tanpa harus 

bergantung sepenuhnya pada pasokan listrik dari PLN. Selain itu, kesiapan 

layanan juga diperkuat dengan prosedur pengecekan rutin terhadap 

perangkat serta sistem aplikasi setengah jam sebelum layanan dibuka, guna 
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memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik dan konektivitas 

internet berjalan dengan lancar. 

Dalam menghadapi tantangan ketidakpastian jumlah wajib pajak yang 

datang secara bersamaan, yang berpotensi menimbulkan antrean panjang 

serta memperpanjang durasi pelayanan, KPPD DIY di Kabupaten Sleman 

telah menerapkan strategi diversifikasi layanan dengan membuka loket 

tambahan di berbagai lokasi serta memperpanjang jam operasional, seperti 

melalui layanan Tebar Salam di Samsat Maguwoharjo pada sore hingga 

malam hari, serta layanan Drive Thru yang beroperasi di pagi hari untuk 

mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus 

turun dari kendaraan. Dengan berbagai langkah strategis yang telah 

diterapkan, KPPD DIY di Kabupaten Sleman mampu menjaga kualitas 

pelayanan publik agar tetap berjalan dengan optimal sesuai dengan asas 

kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik. 

 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan 

penulis agar dapat berjalan optimal adalah sebagai berikut: 

1. KPPD DIY di Kabupaten Sleman perlu melakukan pengangkatan pegawai 

untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, terutama dengan adanya pensiun 

pegawai yang tidak segera digantikan. Penambahan pegawai baru dengan 

kualifikasi yang sesuai akan membantu mengurangi beban kerja yang 
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berlebihan pada pegawai yang ada, serta memastikan pelayanan berjalan 

dengan lancar tanpa ada kekurangan staf. 

2. Untuk memastikan pelayanan tetap cepat dan efisien, KPPD DIY di 

Kabupaten Sleman perlu terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan 

teknologi yang mendukung layanan ini. Salah satunya dengan memperbarui 

perangkat teknologi dan sistem pembayaran secara berkala agar dapat 

menghindari gangguan teknis yang dapat memperlambat proses pelayanan. 

3. KPPD DIY di Kabupaten Sleman dapat mempertimbangkan untuk 

menyediakan lebih banyak loket atau jalur drive thru dan menguraikan lebih 

banyak lagi jenis layanan Night Drive Thru diberbagai daerah di Kabupaten 

Sleman agar seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman dapat merasakan 

layanan Night Drive Thru tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah di 

Kabupaten Sleman. Dengan adanya layanan Night Drive Thru memberikan 

dampak positif dengan mengurangi waktu tunggu dan memberikan 

kenyamanan lebih bagi wajib pajak. 
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